
 

 

Jakarta, 25 Oktober 1991  
Nomor : S-506/K/1991  
Lampiran : 1 (satu)  
Perihal : Saran perbaikan terhadap Lampiran  

Instruksi Presiden No.1 tahun 1986  
tentang Pedoman Pengembangan  
Perkebunan dengan Pola Perusahaan  
Inti Rakyat (PIR) yang dikaitkan dengan  
Program Transmigrasi.  

 
 
Kepada Yth.  
Bapak Menteri Koordinator Bidang Ekonomi,  
Keuangan, Industri dan Pengawasan Pembangunan  
di – 
JAKARTA 
 
 Dalam usaha peningkatan pengembangan perkebunan dengan pola PIR yang 
dikaitkan dengan program transmigrasi, telah dikeluarkan Instruksi Presiden Republik 
Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tentang Pengembangan Perkebunan dengan pola 
Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan Program Transmigrasi.  
Merupakan lampiran dari Instruksi Presiden No.1 Ttahun 1986 tersebut adalah Pedoman 
Pengembangan Perkebunan dengan Pola Perusahaan Inti Rakyat yang dikaitkan dengan 
Program Transmigrasi.  
Pengamatan kami selama ini terhadap pelaksanaan Inpres tersebut di lapangan 
membuktikan adanya hambatan kelancarannya seperti berikut ini.  
1. Masalah yang menimbulkan hambatan adalah praktek pelaksanaan butir 11.5.b.3) 

Lampiran Inpres No.1 tahun 1986 yang antara lain berbunyi :  
"Kewajiban perusahaan inti bertindak sebagai pelaksanaan penyiapan lahan 
pekarangan dan pembangunan perumahan petani peserta, dengan petunjuk-petunjuk 
teknis dari Departemen Transmigrasi."  

2. Pada kenyataannya perusahaan inti yang .ditunjuk memang mempunyai kemampuan 
dalam membangun perkebunan, tetapi kurang memiliki kemampuan dalam bidang 
penyiapan lahan dan pembangunan perumahan transmigran.  
Terbukti bahwa perusahaan tersebut tidak termasuk di dalam Daftar Rekanan Mampu 
(DRM) di daerah lokasi transmigrasi tersebut berada. Pemaksaan perusahaan inti 
melaksanakan pembangunan sarana transmigrasi telah menimbulkan berbagai 
kendala.  
Sebagai contoh dapat kami gambarkan pekerjaan penyiapan pemukiman Proyek Inti 
Rakyat Transmigrasi (PIR Trans) di Baras Kabupaten Mamuju Sulawesi Selatan oleh 
PT. Unggul Widya Teknologi Lestari (PT. UWTL). Hasil pemeriksaan Badan 
Pemeriksa Keuangan (BPK) menunjukkan bahwa PT. UWTL tersebut tidak mampu 
melaksanakan dengan baik pelaksanaan pekerjaan yang berasal dari pekerjaan tahun 
anggaran 1987/1988, 1988/1989 dan tahun anggaran 1989/1990. Namun untuk tahun 
anggaran 1990/1991 karena terikat oleh Lampiran Inpres No.1 Tahun 1986, Menteri 
Transmigrasi telah menunjuk lagi PT UWTL.  
Dari hasil pemeriksaan Kantor Perwakilan BPKP Propinsi Sulawesi Selatan ternyata 
bahwa hasil pekerjaan PT. UWTL untuk pekerjaan tahun anggaran 1990/1991 pun 
banyak kekurangannya.  

3. Memperhatikan butir 11.6.c Lampiran Inpres No.1 Tahun 1986 yang antara lain 
berbunyi :  
"Pembiayaan untuk pembangunan lahan pangan, lahan pekarangan, perumahan 
peserta, penyediaan air bersih, sarana penunjang dan pemukiman dilakukan oleh 
Pemerintah melalui anggaran Departemen Transmigrasi."  
Memperhatikan pula butir 11.8.a Lampiran Inpres No.111986 tersebut yang   
berbunyi :  
 



 

 

 
Petani peserta berkewajiban untuk :  
membayar pengganti biaya pembangunan kebun plasma, yang untuk hal tersebut 
kepada mereka diberikan kredit lunak jangka panjang oleh Bank Pemerintah.  
Dari bunyi teks di atas biaya lahan pekarangan dan perumahan yang dibiayai melalui 
anggaran Departemen Transmigrasi tidaklah termasuk kredit lunak jangka panjang 
yang harus dibiayai oleh para transmigran selaku petani peserta.  

4. Bertolak dari kenyataan ini, kami menyarankan agar butir 11.5.b.3) dari Lampiran 
Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1986 tersebut dihapuskan saja. 
Kalau alinea ini dihapuskan, Menteri Transmigrasi akan lebih leluasa di dalam 
menetapkan pelaksanaan penyiapan lahan pekarangan dan pembangunan rumah 
transmigran.  
Hal ini pun akan lebih menguatkan pelaksanaan diktum KEDUA butir 3 dari Inpres 
No.1 Tahun 1986 tersebut, yang berbunyi :  
"Menteri Transmigrasi melaksanakan penyediaan, persiapan, termasuk latihan dan 
pengiriman transmigran peserta proyek PIR-Trans serta menyelenggarakan penyiapan 
lahan pangan, pembangunan pemukiman dan pembinaan transmigran."  
Disamping itu dengan dihapuskannya butir II.5.b.3) ketentuan ini sudah sejalan 
dengan ketentuan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia No.29 Tahun 1984 
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  

 
Atas perhatian Bapak Menteri, kami mengucapkan, terima kasih.  

 
KEPALA 

BADAN PENGAWASAN KEUANGAN 
DAN PEMBANGUNAN 

 
TTD 

 
Drs. GANDHI 

NIP.060006034 
Tembusan Yth :  
1. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua BAPPENAS;  
2. Menteri Pertanian;  
3. Menteri Transmigrasi;  
4. Menteri Tenaga Kerja;  
5. Menteri Dalam Negeri;  
6. Menteri Keuangan;  
7. Menteri Kehutanan;  
8. Menteri Koperasi;  
9. Menteri/Sekretaris Negara;  
10. Gubernur Bank I ndonesia;  
11. Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal.  
 


